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Kejelasan tujuan
Kelembagaan

Kesesuaian antara jenis dan
materi muatan

dapat dilaksanakan

kedayagunaan dan
kehasilgunaan

kejelasan rumusan

keterbukaan
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Perencanaan
/ Kepala Desa
Penyusunan
\ BPD

Pembahasan
Penetapan

Pengundangan

Penyebarluasan

www.fppt.info



www.fppt.info




www.fppt.info



www.fppt.info



Mendapat
|~ masukan

Rancangan Perdes dapat dikonsultasikan
kepada camat
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Semua Rancangan
Peraturan Desa kecuali
untuk rancangan Peraturan
Desa tentang rencana
pembangunan jangka
menengah Desa, rancangan
Peraturan Desa tentang
rencana kerja Pemerintah
Desa, rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa dan
rancangan Peraturan Desa
tentang laporan

pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APB
Desa
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Dalam hal terdapat rancangan

Peraturan Desa prakarsa
BPD mengundang Kepala Desa untuk Pemerintah Desa dan usulan BPD

membahas dan menyepakati rancangan mengenai hal yang sama untuk
Peraturan Desa dibahas dalam waktu

pembahasan yang sama, maka
didahulukan rancangan Peraturan
Desa usulan BPD sedangkan
Rancangan Peraturan Desa
usulan Kepala Desa digunakan
sebagai bahan untuk
dipersandingkan

Rancangan Peraturan Desa yang telah
disepakati bersama disampaikan oleh

pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk Rancangan Peraturan
ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling dibahasydaﬁatditank
lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak kembali oleh pengusul

tanggal kesepakatan

Rancangan Peraturan Desa
yang telah dibahas tidak
dapat ditarik kembali kecuali
atas kesepakatan bersama
antara Pemerintah Desa
dan BPD
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Dalam hal Kepala Desa
tidak menandatangani
Rancangan Peraturan

Desa, Rancangan

Peraturan Desa tersebut

wajib diundangkan dalam

Lembaran Desa dan sah

menjadi Peraturan Desa
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Sekretaris Desa
mengundangkan peraturan
desa dalam lembaran desa

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah
Desa dan BPD sejak penetapan rencana
penyusunan rancangan Peraturan Desa,
penyusunan Rancangan Peratuan Desa,
pembahasan Rancangan Peraturan Desa,

hingga Pengundangan Peraturan Desa
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TGL TGL TGL NO.
N[@) JUDUL PERSETUJUA PENETAPAN PENGUNDANGAN LEMBARAN KET
N BERSAMA OLEH KADES OLEH SEKDES DESA

2 3 4 5 6

Anggaran
Pendapatan
dan Belanja 2 Maret 2015 13 Maret 2015 13 Maret 2015
Desa Girirejo
Tahun 2015

www.fppt.info



Rancangan Peraturan Desa tentang:

- APB Desg;

- Pungutan -

- Tata Ruang -

- Organisasi Pemerintah Desa

Kepala Desa Dalam hal Bupati telah
memperbaiki memberikan hasil
rancangan peraturan evaluasi, Kepala Desa
desa paling lama 20 wajib memperbaikinya
(dua puluh) hari sejak

diterimanya hasil Dalam hal Bupati tidak
evaluasi memberikan hasil

evaluasi dalam batas

, waktu, Peraturan Desa
Dalam hal Kepala Desa tidak tersebut berlaku dengan

meninjaklanjuti hasil evalua}3| . sendirinya
dan tetap menetapkan menjadi

Peraturan Desa, Bupati

membatalkan Peraturan Desa

dengan Keputusan Bupati
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Peraturan Desa yang

telah diundangkan Bupati melakukan
disampaikan oleh Klarifikasi _
Kepala Desa kepada Peraturan Desa Hf?l_S” _
Bupati paling lambat 7 paling lambat 30 Klarifikasi
(tujuh) hari sejak (tiga puluh) hari
diundangkan untuk sejak diterima
diklarifikasi

Hasil klarifikasi yang sudah
sesuai dengan kepentingan
« umum, dan/atau ketentuan
Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi

Hasil klarifikasi yang
bertentangan dengan kepentingan
- umum dan/atau ketentuan
Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi
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DITETAPKAN KEPALA DESA

MATERI MUATAN
PERATURAN KEPALA DESA

ADALAH PENJABARAN
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
KEPALA DESA DESA YANG BERSIFAT

PENGATURAN

MATERI MUATAN TIDAK
BOLEH BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
YANG LEBIH TINGGI
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DITETAPKAN OLEH
KEPALA DESA

MATERI MUATAN
KEPUTUSAN KEPALA
DESA ADALAH

KEPUTUSAN PENJABARAN
PELAKSANAAN
CEPALA DESA PERATURAN DESA DAN

PERATURAN KADES YANG
BERSIFAT PENETAPAN

MATERI MUATAN TIDAK
BOLEH BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
YANG LEBIH TINGGI
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ERANGKA
PERATURAN DESA, PERATURAN BERS
KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPAL/
DESA

Disampaikan dalam acar:
Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Dese

Ole

Perancang Peraturan Perundang-undangan pade
Bagian Huku
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KERANGKA PERATURAN
PRODUK HUKUM DESA

PERATURAN PENETAPAN

JUDUL JUDUL

PEMBUKAAN PEMBUKAAN

BATANG TUBUH DIKTUM

PENUTUP PENUTUP

PENJELASAN (JIKA DIPERLUKAN) LAMPIRAN (JIKA DIPERLUKAN)

LAMPIRAN (JIKA DIPERLUKAN)




KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KECAMATAN ...oviiiiiiiiiiiiinens )Nama Kecamatan)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Nama Peraturan Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya ...;
Mengingat : 1. ..

2. ..

3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Pasal ...
BAB ...

(dan seterusnya)

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ....

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Des

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA TANPA GELAR

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ...

NOMOR ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA TANPA GELAR



BENTUK PERATURAN BERSA
KEPALA DESA




KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KECAMATAN ..ocoviiiiiiiiiiiienaenns )Nama Kecamatan)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Bersama Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
Mengingat 1. ..
2. ..
3. dan seterusnya ...;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DESA ... DAN KEPALA DESA ...

Peraturan Bersama Kepala Desa).



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BABII
Bagian Kesatu
Paragraf 1
Pasal ...
BAB ...

(dan seterusnya)

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ....

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ...

Ditetapkan di Desa ... Ditetapkan di Desa ...
pada tanggal ... pada tanggal ...

KEPALA DESA ..., KEPALA DESA ...,

NAMA TANPA GELAR

Diundangkan di Desa ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,

NAMA TANPA GELAR

NAMA TANPA GELAR

Diundnagkan di Desa ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,

NAMA TANPA GELAR

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...




BENTUK PERATURAN KEPALA




KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KECAMATAN ...ooviiiiiiiiiiiinnenne, )Nama Kecamatan)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Nama Peraturan Kepala Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),
Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
Mengingat : 1. ...;
2. ..
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN::

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ... (Nama Peraturan K



Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BABII
Bagian Kesatu
Paragraf 1
Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ....

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Des

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA TANPA GELAR

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA TANPA GELAR



BENTUK KEPUTUSAN KEPALA




Menimbang :

Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan

Wh=oop

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

KECAMATAN ....cooiiiiiiiiiiienns )Nama Kecamatan)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

KEPUTUSAN KEPALA DESA... (Nama Desa)

bahwa ...;
bahwa ...;

dan seterusnya ...;

ceey

ceey

dan seterusnya ...;

1. ..
2. ..

>

>

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA (Nama Desa),

3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :




.
KE SATU B R R R I R R R R

KEDUA e
KETIGA e
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pad tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...........
pada tanggal

KEPALA DESA, (Nama Kepala

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat
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